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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi pada pentingnya akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaporan kegiatan pelayanan publik secara
transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari
variabel penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, dan juga
pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah studi pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung. Jumlah sampel yang
digunakan sebanyak 42 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dan
data yang digunakan ialah data primer. Metode pengumpulan sampel dilakukan
dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, dan
juga pengawasan keuangan sama-sama berpengaruh positif atau signifikam
terhadap akuntabilitas keuangan daerah di SKPD Kabupaten Temanggung.

Kata Kunci : implementasi penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem
informasi, pengawasan keuangan, akuntabilitas keuangan daerah.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of accountability in the
implementation of public services. Transparent reporting of public service
activities can increase public confidence in the local government. This study aims
to determine the effect of performance-based budgeting variables, utilization of
information systems, and also financial control on the financial accountability of
the study area at the Regional Work Unit (SKPD) in Temanggung Regency. The
number of samples used as many as 42 respondents. This study uses a quantitative
approach by distributing questionnaires directly to respondents and the data used
are primary data. The method of sample collection is done by purposive sampling.
The results showed that the implementation of performance-based budgeting, the
use of information systems, as well as financial control both had a positive or
significant effect on regional financial accountability in the Temanggung Regency
SKPD.
Keywords : performance-based budgeting, utilization of information systems,
financial control.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Definisi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23, (2014) adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaran pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut KBBI
(Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian dari daerah otonom adalah
daerah yang berdiri sendiri, memiliki wilayahnya sendiri dengan
batasannya, mempunyai undang-undang dan peraturan untuk daerah
tersebut dengan tidak menyalahi undang-undang pemerintah pusat. Setiap
daerah memiliki keadaan geografi yang unik, adat istiadat berbeda, maka
daerah tersebut memerlukan hukum-hukum khusus yang cocok untuk
diterapkan pada daerah tersebut. Pemberian otonomi kepada daerah tersebut
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, peran masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat.

Salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masayarakat adalah
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat
sasaran. Pemerintah Daerah mendapat dana dari Pemerintah Pusat sehingga
pada akhirnya pihak Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan
keadaan keuangannya dengan Pemerintah Pusat. Wajibnya mengeluarkan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (yang selanjutnya disingkat sebagai



LKPD) secara periodik yang digunakan guna mempertanggungjawabkan
penggunaan dana publik. Laporan inilah yang nantinya akan dilaporkan ke
Pemerintah Pusat, hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat
kepada pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintahan.
Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan peraturan yang telah
ada juga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Menurut Wicaksono (2015) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara  periodik.  Akuntabilitas  memaksa  pemerintah  untuk
bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang disajikan mulai dari
penganggaran, pemakaian anggaran, serta pelaporan secara keseluruhan.
Penetapan akuntabilitas ini ialah penetapan target-target kinerja yang akan
diwujudkan oleh suatu organisasi penerima amanah. Penetapan target
akuntabilitas akan mencerminkan pencapaian kinerja yang akan diwujudkan
oleh organisasi tersebut dalam satu periode.

Sedangkan menurut Karima et al., (2021) Akuntabilitas adalah tentang
melaporkan tentang apa, mengapa dan bagaimana sumber daya dialokasikan
untuk tujuan tertentu, bagaimana kekuasaan dilaksanakan, dan hubungan
antara kekuatan yang diberikan dan hasil yang diharapkan atau dicapai.
Dengan demikian pengertian akuntabilitas tidak hanya sebatas kewajiban
melaporkan pekerjaan, tetapi juga termasuk dalam pencapaian tujuan dari

apa yang sedang dilaksanakan. Menurut Karima et al., (2021) Konsep



akuntabilitas adalah salah satu ciri khas dalam Manila Declaration antara
lain: bertanggung jawab, adil, transparan, dan demokratis.

Berkaitan dengan hal tersebut, belakangan ini ada temuan bahwa
adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank dengan bentuk
deposito senilai Rp 252,78 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi akan
mencari data dan mengumpulakn informasi dari Kementrian Dalam Negeri,
yang selanjutnya baru akan diputuskan apakah KPK akan melakukan
penyelidikan atau tidak. Jika ada unsur kesengajaan dalam dalam kejadian
ini maka hal ini merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Namun
Wakil Ketua KPK juga menyatakan bahwa para kepala daerah bisa saja
tidak menyadari ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan keuntungan
dari dana yang tersimpan tersebut Kencana, Bayu, Rizky, (2020).

Maka dari itu akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaporan atas semua kegiatan
pelayanan publik secara transparan dapat meningkatankan kepercayaan
publik terhadap pemerintahan. Akuntabilitas dapat diraih dengan berbagai
aspek misalnya dalam hal implementasi penganggaran berbasis kinerja pada
pemerintahan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Mahpudin et al.,
(2018) menyimpulkan bahwa perbaikan implementasi penganggaran
berbasis kinerja cukup efektif dalam meningkatkan akuntabilitas instansi.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan replikasi dari penelitian
Mahayuni et al., (2017) dan penelitian Mahpudin et al., (2018). Perbedaan
dari penelitian sebelumnya ialah adanya penambahan dan pengurangan

variabel, dimana pada penelitian Mahayuni et al., (2017) menggunakan dua



1.2.

variabel independen yaitu pemanfaatan sistem informasi dan pengawasan
keuangan daerah sedangkan variabel-variabel dependennya adalah
transparansi pelaporan keuangan daerah dan akuntabilitas pemerintah
daerah. Sedangkan pada penelitian kali ini ditambahkan variabel baru yaitu
implementasi penganggaran berbasis kinerja yang diambil dari penelitian
Mahpudin et al., (2018). Selain penambahan variabel independen dan
pengurangan variabel dependen, yang membuat penelitian ini berbeda
adalah populasi dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Temanggung.
Pemilihan SKPD sebagai populasi pada penelitian ini dikarenakan laporan
keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan keuangan dari
masing-masing SKPD.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti
mengangkat judul penelitian ini dengan judul “Pengaruh Implementasi
Anggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Sistem Informasi, serta
Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan
masalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh

terhadap akuntabilitas keuangan daerah?



1.3.

1.4.

2. Apakah pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap
akuntabilitas keuangan daerah?

3. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas
keuangan daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan

diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini guna untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi penganggaran berbasis kinerja
terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap
akuntabilitas keuangan daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi pengawasan keuangan
terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan
menjadi referensi bagi pembaca, serta memberi kontribusi bagi akademisi
dan pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan pertimbangan
untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan
pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

daerah Kabupaten Temanggung.



1.5.

3. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan menambah informasi dan mengetahui
kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang akuntabel.

Sistematika Penulisan
BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.
BAB |1 LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian tedahulu, serta
perumusan hipotesis.
BAB |1l METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan
dilaksanakan. Oleh karena itu dalam bab ini diuraikan variabel penelitian
dan penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas secara deskriptif tentang variabel-variabel
yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data yang
digunakan, dan juga membahas mengenai masalah yang diteliti.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan akhir yang diperoleh dari
analisis penelitian dalam bab IV dan saran yang diberikan kepada berbagai

pihak yang terkait/berkepentingan atas hasil penelitian.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Stewardship

Teori Stewardship merupakan teori yang memberi gambaran situasi
dimana para manajemen tidak termotivasi dengan masing-masing tujuan dari
individu, akan tetapi pada tujuan organisasi. Teori ini mempunyai pondasi
psikologi dan sosiologi dengan desain untuk menjelaskan situasi saat manajer
sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik menurut
Donaldson & David (1991). Manajer akan berperilaku sesuai dengan
kepentingan bersama, jika kepentingan antara steward dan pemilik tidak
sama, maka steward akan berusaha untuk bekerja sama daripada menentang.
Steward merasa bahwa kepentingan bersama merupakan pemikiran yang
tepat dan rasional dikarenakan steward lebih memilih tujuan organisasi.

Teori ini memiliki asumsi bahwa hubungan yang kiat antara pencapaian
hasil organisasi dengan kepuasan pemilik. Hal ini berarti teori ini memiliki
hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori
stewardship jika dalam cakupan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah
dapat menjelaskan eksistensi dari pemerintahan sebagai suatu lembaga yang
dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan
melaksanakan tugasnya dengan tepat. Pada nantinya sehingga tujuan
ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan rakyat dapat dicapai secara

maksimal.



2.1.2. Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip dari anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang
menghubungkan antara anggaran negara (pengeluaran) terhadap hasil yang
diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan
dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya Yogivaria & Alfinur, (2016).
Pendekatan jenis ini merupakan pengembangan dari pendekatan yang
sebelumnya yaitu anggaran tradisional. Dalam anggaran tradisional terdapat
beberapa kelemahan diantaranya adalah lebih berorientasi pada input
daripada output, hubungan yang tidak relevan antara anggaran tahunan
dengan rencana pembangunan jangka panjang, tidak ada tolak ukur yang
dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam tujuan dan sasaran dalam
pelayanan publik tersebut. Maka dari itu anggaran berbasis Kkinerja
merupakan suatu metode yang tepat untuk mengatasi kelemahan dari
anggaran tradisional.

Waluyo (2017) menjelaskan bahwa performance budget atau anggaran
berbasis kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan
anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja dimana
Kinerja tersebut harus berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal ini,
anggaran berbasis kinerja sangat diharapkan dapat menyejahterakan
masyarakat dan dapat mencerminkan kepentingan masyarakat di daerah
tersebut.

Pendekatan ini disusun untuk mengutamakan prioritas tujuan dan
pendekatan yang rasional dalam proses pengambilan keputusan. Jenis

anggaran ini merupakan anggaran yang disusun sesuai dengan visi misi dan



rencana strategis perusahaan yang sudah disusun. Jika anggaran berjalan
secara tidak efektif, maka hal ini akan menggagalkan rencana yang telah
ada. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 (2010),
penganggaran berbasis kinerja mengandung paling sedikit 3 (tiga) prinsip
yaitu :
a. Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-
fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi.
b. Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja.
c. Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip
akuntabilitas.
2.1.3.Sistem Informasi

Pada pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Daerah khususnya
penyelenggaran keuangan, pihak Pemerintah daerah perlu untuk
memperhatikan nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
merupakan aspek yang penting. Rendahnya kualitas informasi laporan
keuangan bisa disebabkan karena sistem informasi akuntansi yang belum
memadai atau belum diterapkan secara maksimal. Dalam kegiatannya,
Pemerintah Daerah pastinya memiliki transaksi-transaksi yang jumlahnya
bisa dikatakan besar. Maka dari itu, penggunaan sistem informasi dirasa
penting dan akan sangat membantu mempercepat pemrosesan pengolahan
data laporam keuangan.

Pada dasarnya sistem informasi menurut Paniran, (2020) adalah sistem
buatan manusia yang pada umumnya terdiri dari sekumpulan komponen

berbasis komputer yang terintegrasi dan komponen manual yang dibangun



untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan
output informasi kepada pengguna. Dalam penjelasan tersebut, tercantum
bahwa sistem informasi dapat menyediakan keluuaran informasi kepada
pengguna, maka dari itu sistem informasi akan sangat bermanfaat di dalam
organisasi pemerintahan khususnya di bidang keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 (2010),
sistem informasi keuangan daerah ditetapkan untuk menunjang perumusan
kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan desentraliasasi. Dalam hal ini, Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah wajib untuk mengembangkan dan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan laporan
keuangan daerah dan menyalurkan infromasi keuangan tersebut kepada
masyarakat luas.

Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD memiliki input, proses,
output dan outcome. Input dari SIKD adalah data pengelolaan dari keuangan
daerah dan data terkait lainnya. Proses yang terjadi dalam sistem adalah
dokumentasi, administrasi dan pengolahan input. Sedangkan output yang
didapat adalah informasi untuk disajikan kepada masyarakat. Outcome atau
keluaran yang diperoleh adalah bahwa hal ini menjadi bahan pengambilan
keputusan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.

2.1.4.Pengawasan Keuangan
Menurut R & George (2006), Pengawasan mendeterminasi apa yang

telah dilaksanakan, dalam maksud mengevaluasi prestasi kerja dan apabila
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perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tindakan ini dilakukan dalam
rangka untuk memastikan bahwa tujuan dan tugas-tugas dari organisasi
tersebut terlaksana dengan baik, seperti yang telah direncanakan
sebelumnya. Pengawasan juga merupakan tindakan untuk mencegah sedini
mungkin tentang terjadinya penyelewengan, penyimpangan, dan kesalahan
dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Jika pengawasan telah
dilakukan, maka akan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
ketertiban dalam menjalankan tugas-tugas dan pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

Pengawasan keuangan merupakan bentuk pengawasan pada organisasi
atau lembaga keuangan. Dalam hal ini kita akan berfokus pada keuangan
dalam SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Pengawasan keuangan ini
bertujuan agar pelaksanaan kegiatan sebuah pemerintahan daerah tidak
melenceng dari anggaran yang telah ditetapkan.

2.1.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah konsep yang berhubungan dengan kemampuan dari
menjelaskan atau memberi bukti fenomena atau aktivitas yang dilakukan,
namun hal ini berbeda dengan pertanggungjawaban. Menurut Murti et al.,
(2019) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola
sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada
pemberi manfaat (prinsipal). Sementara itu, akuntabilitas dalam prinsip

perusahaan atau pemerintah lebih merujuk pada tanggung jawab pimpinan
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terkait keputusan dan hasil yang didapat dari tugasnya tersebut.
Akuntabilitas dapat menjadi alat pengendali dari setiap elemen
pemerintahan untuk menjalani fungsinya dengan baik dan semestinya.
Akuntabilitas memiliki beberapa jenis karena tergantung konteks yang
sedang difokuskan, menurut Mardiasmo, (2002) akuntabilitas ada dua jenis
yaitu :
1. Akuntabilitas Vertikal
Arti garis vertikal adalah garis tegak lurus dari bawah ke atas
ataupun sebaliknya. Yang dimaksud dengan akuntabilitas vertikal adalah
kondisi dimana seseorang mempertanggungjawabkan pekerjaanya
kepada jabatan otoritas diatasnya, seperti garis vertikal yaitu susunan
organisasi yang tegak lurus dari atas ke bawah, dari bawahan kepada
pimpinan.
2. Akuntabilitas Horizontal
Menurut KBBI arti garis horizontal adalah garis pada bidang sejajar
dengan horizon atau garis mendatar. Yang dimaksudkan dengan
akuntabilitas horizontal adalah tanggungjawab perusahaan atau
pemerintahan atau suatu organisasi terhadap masyarakat atau lingkungan
eksternal yang tidak ada hubungannya antara atasan dan bawahan. Hal ini
biasanya berhubungan dengan pertanggungjawaban secara sosial kepada
masyarakat luas atau publik. Akuntabilitas ini sifatnya lebih umum dan

dampaknya lebih luas.
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2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Akuntabilitas keuangan daerah dan variabel-
variabel yang mempengaruhi telah banyak diteliti beberapa peneliti
terdahulu. Hasil dari penelitian terdahulu dijadikan referensi sekaligus
pembanding terhadap penelitian sekarang.

Beberapa variabel independen digunakan oleh peneliti terdahulu untuk
membuktikan adanya hubungan antara variabel independen yang digunakan
dengan akuntabilitas laporan keuangan.

Mahpudin et al., (2018) melakukan penelitian dengan tujuan
mengetahui  implementasi  penganggaran berbasis Kkinerja terhadap
akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil dari penelitiannya disimpulkan:

1. Pengaruh implementasi penganggaran berbasis Kkinerja berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah pada Kabupaten
Karawang.

2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja belum cukup efektif
meningkatkan akuntabilitas instansi.

Mahayuni et al. (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan
daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pelaporan
keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah pada Satuan Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil peneltian tersebut

menyimpulkan bahwa:
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1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan
keuangan daerah.

2. Pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan
pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

4. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial
berpengaruh positif terhdap akuntabilitas keuangan daerah.

5. Pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

6. Pemanfaatan sisrtem informasi akuntansi keuangan daerah dan
pengawasanm keuangan daerah secara besama-sama berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Selviani, (2020) melakukan penelitian pengaruh penerapan anggaran
berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota
Cimahi. Maka dari penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai
berikut:

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada bagian BPKAD Pemerintah
Kota Cimahi sudah diterapkan sesuai dengan indikator. Hal tersebut
dapat dilihat dari hasil masing-masing indikator penerapan anggaran

berbasis kinerja pada garis kontinum berada pada kategori baik.
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2. Akuntabilitas kinerja pada bagian BPKAD Pemerintah Kota Cimahi
sudah diterapkan sesuai dengan indikator. Hal tersebut dapat dilihat dari
masing-masing hasil indikator akuntabilitas kinerja pada garis kontinum
berada pada kategori baik.

Pujiswara et al., (2014) melakukan penelitian terhadap pengaruh
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan
keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan
akuntabilitas pemerintah daerah. Dari penelitian tersebut, didapatkan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh
positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah,
yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah maka nilai informasi pelaporan keuangan
pemerintah akan meningkat.

2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa
semakin baik dan efektif pengawasan keuangan daerah yang
dilaksanakan maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah
daerah akan meningkat

3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan
pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh
terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin
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tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka
akuntabilitas pemerintah daerah akan meningkat.

5. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, yang berarti bahwa
semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
maka akuntabilitas pemerintah daerah akan meningkat.

6. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan
pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh
terhadap akuntabilitas pemerintah daerah

2.3. Hipotesis
2.3.1.Pengaruh  Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Akbar & Ruhiyat, (2016) anggaran berbasis Kkinerja
merupakan sistem yang orientasinya berdasar pada output organisasi dan
berkaitan dengan visi, misi, dan rencana dari organisasi tersebut. Anggaran
yang tidak berorientasi pada kinerja dan tidak efektif, maka hal ini akan
berkemungkinan menggagalkan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Pengukuran kinerja yang baik akan memberikan umpan balik, sehingga

upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan yang

diinginkan. Dalam hal ini, penganggaran berbasis kinerja mengalokasikan
sumber daya kepada program yang akan dicapai, bukan hanya untuk
kepentingan organisasi saja, dan memakai output sebagai hasil evaluasi atau

indikator kerja organisasi.
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Selviani, (2020) menyatakan bahwa implementasi penganggaran
berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan
pemerintah daerah dikarenakan garis kontinum berada pada kategori baik.
Hal ini berarti semakin baik implementasi penganggaran berbasis Kinerja,
maka akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Mahpudin et al., (2018) menyatakan bahwa implementasi penganggaran
berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
Hal ini menandakan bahwa semakin baik implementasi penganggaran
berbasis kinerja yang dimiliki oleh suatu organisasi maka akuntabilitas pada
organisasi tersebut akan semakin baik.

H: : Implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

2.3.2.Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Daerah

Menurut Rohmah et al., (2020) ia menyatakan bahwa pengertian dari
sistem informasi adalah alat guna menyajikan informasi yang sedemikian
rupa sehingga dapat bermanfaat bagi penerima informasinya. Tujuan dari
sistem informasi ini adalah untuk memberikan informasi dalam
perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan
yang melayani sinergi dari organisasi dalam proses mengendalikan
pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu
kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga

peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data
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lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengguna informasi
tersebut.

Mahayuni et al., (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem
informasi  akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus
kualitas sistem informasi akuntansi yang ada dalam sebuah
instansi/organisasi, maka akan semakin bagus akuntabilitas keuangan
pemerintah daerah. Pujiswara et al., (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan
sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem
informasi maka akuntabilitas keuangan daerah akan meningkat.

H> : Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

2.3.3.Pengaruh  Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Daerah

Menurut Rohmah et al., (2020) dari bukunya, ia memaparkan bahwa
pengawasan merupakan upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja
standar pada perencanaan untuk membenadingkan antara kinerja dengan
standar yang telah ada sebelumnya. Untuk menetapkan apakah ada
penyimpangan dalam pelaksanaannya atau tidak, dan juga untuk mengambil
keputusan apakah perlu dilakukan perbaikan agar sumber daya yang ada
efektif dan efisien dalam penggunaannya. Pengawasan juga merupakan
suatu rangkaian kegiatan dari pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengawasan dilakukan untuk
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2.4.

menjamin apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang
berlaku.

Mahayuni et al., (2017) menyatakan bahwa pengawasan keuangan
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini berarti
bahwa semakin tinggi pengawasan keuangan yang dilakukan maka semakin
besar peluang akuntabilitas keuangan daerah.

Hs : Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun

kerangka pemikiran sebagai berikut:

Variabel Independen

Implementasi Penganggaran .
Berbasis Kinerja (X1) Variabel Dependen
Hi (+)
: Akuntabilitas
Pemanfaatan Sistem Keuangan Pemerintah
Informasi (X Ha(*)
nformasi (Xz) Daerah (Y1)
Hs(+)

Pengawasan Keuangan (X3)

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini merupakan Satuan Perangkat Kerja

Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Berikut

merupakan tabel rincian dinas dan jumlah karyawan yang berada di

Kabupaten Temanggung dimana nantinya yang akan menjadi objek

penelitian :

Tabel 3.1 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah
No Satuan Kerja Perangkat Daerah
Karyawan

1 | Dinas Kesehatan 4

2 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 3

3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, &

4 3
UMKM

5 | Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil 3

6 | Dinas Komunikasi dan Informatika 3

7 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3

8 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

9 2
Pintu

10 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3

20



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
11 3
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

12 | Dinas Sosial 3
13 | Dinas Perhubungan 3
14 | Dinas Tenaga Kerja 4

Jumlah 42

Kriteria responden yang dapat mengisi kuesioner adalah kepala
bagian keuangan dan karyawan atau staff yang berada dibawahnya
dikarenakan kuesioner yang dibuat ialah kuesioner mengenai hal yang
terkait dengan fungsi keuangan. Penentuan Kkriteria responden didasari
dengan alasan bahwa kepala bagian keuangan dan karyawan bagian
keuangan adalah pihak yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi
dan penyusunan laporan keuangan pada dinas tersebut. Terdapat 14 dinas di
Kabupaten Temanggung dengan jumlah pegawai yang bekerja di bawah
bidang keuangan sebanyak 42 orang.

3.1.2. Sampel dan Teknik Sampel Penelitian
Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini
didasarkan pada metode purposive sampling. Metode ini digunakan karena
data yang akan diambil merupakan data dengan kriteria tertentu. Responden
dalam penelitian ini merupakan pegawai yang melaksanakan pengelolaan di
bidang keuangan dan anggaran di beberapa SKPD Kabupaten Temanggung.

Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:
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3.2

1. Pegawai yang mengelola bagian akuntansi pada SKPD Kabupaten
Temanggung.

2. Pegawai yang bekerja sebagai kepala dan staf di bagian keuangan
ataupun anggaran pada SKPD Kabupaten Temanggung.

Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dimana penelitian
menggunakan data angka yang dapat diolah dan dianalisis dengan teknik
perhitungan statistik. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan
teknik perhitungan analisis stratistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif
digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang
terkumpul. Metode statistik deskriptif menggambarkan kondisi akuntabilitas
keuangan daerah dari aspek implementasi penganggaran berbasis kinerja,
pemanfaatan sistem informasi, pengawasan keuangan. Setelah diketahui
kondisi akuntabilitas keuangan dari aspek tersebut, selanjutnya analisis
regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana
hubungan akuntabilitas keuangan daerah terhadap penganggaran berbasis

Kinerja, pemanfaatan sistem informasi, dan pengawasan keuangan.

3.2.2.Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dengan
menyebarkan kuesioner kepada setiap responden. Jenis data primer ialah
data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dalam bentuk
pertanyaan terstruktur. Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan

data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis pada
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3.3

lembar kertas kepada responden. Dalam penelitian ini, kuesioner yang
digunakan adalah kuesioner model tertutup yang berarti setiap peneliti
membatasi pilihan jawaban yang akan diberikan oleh responden. Dalam
penelitian ini, penyebaran kuisioner dilakukan secara langsung ke kantor
masing-masing SKPD. Peneliti membagikan kertas kuisioner ke responden
sehingga responden dapat mengisi secara langsung kuisioner tersebut
dengan memberikan tanda pada jawaban yang dirasa tepat oleh responden.
Variabel dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel
dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dari
penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sedangkan
variabel independennya merupakan penganggaran berbasis kinerja,
pemanfaatan sistem informasi, dan pengawasan keuangan. Masing-masing
variabel diukur dengan model skala Likert empat poin yaitu (1) Sangat

Setuju, (2) Setuju, (3) Tidak Setuju, dan (4) Sangat Tidak Setuju.

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian kali ini adalah
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Akuntabilitas publik
sudah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan
pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah
menjadi tanggungjawabnya kepada atasan dan publik. Menurut Mahpudin et
al., (2018) akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan

berbagai indikator, indikator tersebut yakni :
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a. Pegawai melaksanakan kegiatan dengan taat sesuai dengan peraturan.
Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah responden tersebut
melakukan kegiatan dengan taat sesuai peraturan atau tidak.

b. Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang
berlaku. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah
penggunaan dana anggaran didasakran atas hukum dan peraturan yang
berlaku atau tidak.

c. Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu
program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan. Indikator ini diukur dari
tanggapan responden apakah pimpinan dan pegawai
mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program/kegiatan/proyek
yang telah dilakukan.

d. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan
utama dalam pengelolaan keuangan. Indikator ini diukur dari tanggapan
responden apakah kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian
dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan.

3.3.2.Variabel Independen
3.3.2.1. Penganggaran Berbasis Kinerja (X1)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu jenis
penganggaran yang perancangannya difokuskan pada output suatu unit
organisasi. Penganggaran dianggap berhasil atau efektif apabila telah
mencapai tujuan dari unit organisasi tersebut. Dapat dilihat disini,

anggaran berbasis kinerja memiliki tolak ukur vyaitu kesejahteraan
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masyarakat lah yang menjadi acuan utama dalam penganggaran berbasis

Kinerja ini.

Menurut Mahpudin et al. (2018) implementasi penganggaran
berbasis kinerja dapat diukur dengan berbagai indikator, indikator
tersebut yakni:

a. Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah)
menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala organisasi yang
ingin dicapai. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah
Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah)
menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala organisasi yang
ingin dicapai.

b. Dalam persiapan anggaran SKPD, penganggaran mengacu pada hasil
evaluasi peningkatan kinerja anggaran periode sebelumnya. Indikator
ini diukur dari tanggapan responden apakah periapan anggaran SKPD
mengacu pada hasil evaluasi peningkatan kinerja anggaran periode
sebelumnya atau tidak.

c. Dalam penyusunan RKA-SKPD, rencana pengeluaran telah
dihubungkan dengan hasil yang akan dicapai. Indikator ini diukur dari
tanggapan responden apakah rencana pengeluaran telah dihubungkan
dengan hasil yang akan dicapai atau tidak.

d. Sebelum melakukan taksiran anggaran pengeluaran, SKPD melakukan
taksiran penrimaan berdasarkan kinerja anggaran sebelumnya.

Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah taksiran yang
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digunakan dalam anggaran pengeluaran SKPD sudah berdasar pada

kinerja sebelumnya atau tidak.

e. Dalam persiapan anggaran SKPD. Penganggaran didasarkan pada
daya dukung pembiayaan oleh pemerintah pusat dalam mencapai
kinerja yang diharapkan. Indikator ini diukur dari tanggapan
responden apakah persiapan anggaran SKPD didukung pembiayaan
pemerintah pusat dalam mencapai kinerja yang diharapkan atau tidak.

3.3.2.2.Pemanfaatan Sistem Informasi (X2)

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah
penerapan sistem dimulai dari aktivitas pengelompokan, penggolongan,
pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah yang
nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Indikator dari
pemanfaatan sistem informasi keuangan adalah tingkat kecepatan,
keamanan, efisiensi biaya, dan kualitas hasil dari data yang diproses.

Menurut Pujiswara et al., (2014) pemanfaatan sistem informasi dapat
diukur dengan berbagai indikator, indikator tersebut yakni:

a. Komputer yang dipakai untuk penginputan data telah memadai.
Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah komputer yang
digunakan untuk penginputan data telah memadai atau belum.

b. Sub bagian akuntansi memiliki software yang akan memudahkan
pekerjaan. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah dalam
pengolahan keuangan sudah memiliki software yang akan membantu

pekerjaan atau belum.
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c. Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat mempercepat pekerjaan
saya. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah penggunaan
sistem informasi dapat mempercepat pekerjaan atau tidak.

d. Teknologi informasi, teknologi internet dapat meningkatkan keakuratan
data yang diolah. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah
teknologi informasi, teknologi internet dapat meningkatkan keakuratan
dari data yang diolah atau tidak.

e. Pemanfaatan teknologi mempermudah dalam menyebar informasi
terkait Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dll
dalam website resmi. Indikator ini diukur dari tanggapan responden
apakah pemanfaatan teknologi akan mempermudah dalam penyebarann
informasi terkait dengan Laporan Keuangan LRA, Neraca dan lain-lain
dalam website resmi atau tidak.

3.3.2.3.Pengawasan Keuangan (X3)

Pengawasan keuangan di daerah merupakan kegiatan untuk
mengawasi bagaimana berjalannya aktivitas dalam unit organisasi tersebut
berjalan sebagai mana mestinya seperti yang sudah direncanakan di awal.
Pengawasan bila dikaitkan dengan keuangan pemerintahan berarti meliputi
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
laporan keuangan pada atasan maupun publik.

Menurut Pujiswara et al., (2014) pengawasan keuangan dapat diukur
dengan berbagai indikator, indikator tersebut yakni:

a. Anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan

arah dan kebijakan umum APBD. Indikator ini diukur dari tanggapan
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responden apakah anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan
saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD atau tidak.

b. Bagi saya, aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam Menyusun APBD.
Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah aspirasi
masyarakat menjadi dasar dalam menyusun APBD atau tidak.

c. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, anggota dewan
berperan aktif mengawasi setiap kebijakan pemerintah daerah. Indikator
ini diukur dari tanggapan responden apakah pelaksanaan pengelolaan
keuangan, anggota dewan berperan aktif dalam mengawasi kebijakan
pemerintah daerah atau tidak.

d. Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal.
Indikator ini dapat diukur dari tanggapan responden apakah
pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal atau
tidak.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah
kuesioner, dimana peneliti melakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner
tersebut disebar kepada bagian anggaran/keuangan pada instansi SKPD di
Kabupaten Temanggung. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner

yang kembali ke peneliti setelah diisi oleh responden terkait.
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3.5 Teknik Analisa Data

3.5.1.Uji Validitas dan Reliabilitas

3.5.1.1.

3.5.1.2.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan guna untuk mengukur data yang telah
didapatkan setelah dilakukan penelitian dari alat ukur yang digunakan
(kuesioner). Menurut Rohmah et al., (2020) validitas ialah ukuran yang
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Maka hal ini
memiliki arti instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut
memiliki angka validitas yang tinggi dan begitupula sebaliknya. Jika
angka validitas yang dimiliki rendah, maka instrumen tersebut kurang
valid atau justru tidak valid.

Valid tidaknya sebuah data dapat dibandingkan antara alpha dan
nilai signifikansi. Koefisien korelasi diuji pada tingkat signifikansi
sebesar 5% atau 0,05 yang diartikan bahwa variabel tersebut signifkkan
berpengaruh terhadap variabel lain. Kriteria penilaiannya adalah jika nilai
signifikansi r < 5% maka instrumen yang digunakan untuk mengukur
variabel dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur
konsistensi sasaran. Dalam hal ini, uji validitas dan uji reliabilitas
tentunya berkaitan erat, namun uji validitas lebih penting dan uji
reabilitas perlu karena untuk menyokong terbentuknya validitas.

Pengujian ini menggunakan bantuan program SPSS Statistics. Kuesioner
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dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6
atau 60%.
3.5.2. Analisis Deskriptif

Metode ini merupakan kegiatan menyimpulkan data umum dalam
jumlah banyak sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Jika dalam adanya
kegiatan pengumpulan dan penyajian data, maka hal ini dimaksudkan agar
data mudah dipahami. Secara umum, kondisi data dapat dilihat dengan
mengetahui dimana letak pusat data. Analisis deskriptif yang digunakan
dalam penelitian ini adalah mean (rata-rata), min, max, danm standar
deviasi. Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu data, sedanghkan min
adalah nilai minimal suatu data, dan max adalah nilai maksimum. Adapun
standar deviasi adalah ukuran penyimpangan (deviasi) data dari mean atau
rata-rata data.

Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian,
maka digunakan rentang untuk kriteria penilaian rata-rata. Kriteria penilaian
rata-rata tersebut menggunakan interval untuk menentukan panjang kelas
interval. Rumus yang akan digunakan adalah rumus menurut Sudjana &
Nana, (2008) yaitu :

Panjang kelas interval = Rentang

Banyak kelas interval

Dimana :
Rentang = Nilai Tertinggi-Nilai Terendah
Banyak kelas interval =3

Panjang Kelas Interval 4-1 =1.00
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Keterangan :
1.00 — 2.00 = Rendah
2.00 — 3.00 = Sedang
3.00 - 4.00 = Tinggi
3.5.3.Uji Asumsi Klasik
Ada beberapa pengujian asumsi klasik yang harus peneliti penuhi,
yaitu:
1. Uji Normalitas
Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah
distribusi data mengikuti ataupun mendekati dari distribusi normal Azlan
et al., (2015). Apabila variabel tersebut tidak berdistribusi secara normal,
maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data
dapat menggunaka One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan
ketentuan apabila signifikan dengan nilai diatas 0,05 maka data
terdistribusi dengan normal. Namun, jika hasil menunjukkan nilai
signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.
2. Uji Multikollinearitas
Salah satu syarat uji asumsi klasik vyaitu dilakukannya uji
multikollinearitas. Uji multikollinearitas digunakan untuk regresi
berganda karena pengujian ini digunakan untuk melihat hubungan antara
variabel independennya. Model regresi yang baik, seharusnya tidak
terjadi korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi gejala

multikollinearitas. ~ Untuk  mengetahui ada  tidaknya  gejala
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multikollinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolleerance dan VIF
(Variance Inflation Factor) melalui SPSS. Jika nilai Tollerance > 0,10
maka tidak terjadi multikollinearitas dan sebaliknya. Jika nilai VIF <
10,00 maka tidak terjadi multikollinearitas dalam model regresi dan
begitupula sebaliknya.
3. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Azlan et al., (2015) uji heteroskedastisitas memiliki tujuan
yaitu untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan
yang lain. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang
homoskedastisitas. Cara untuk mendeteksi apakah ada heterokedastisitas
adalah dengan menggunakan Uji Glejser vyaitu dengan melihat
probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan yaitu sebesar 5%
atau 0,05.
3.5.4.Pengujian Hipotesis
3.5.4.1. Analisis Regresi Berganda
Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode analisis
statistik regeresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian.
Persamaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

Y=a+blX1+h2X2 + b3X3+e

Dimana :

Y = Akuntabilitas Pemerintah Daerah
a = Konstanta

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi
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3.54.2.

3.54.3.

X1 = Penganggaran Berbasis kinerja

X2 = Pemanfaatan Sistem Informasi
X3 = Pengawasan Keuangan
e = eror

Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Menurut Ghozali & Imam (2011), uji goodness of fit (uji kelayakan
model) dilakukan guna mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam
menaksir dari nilai aktual secara statistik. Model ini dapat diukur dari
nilai statistik dari segi nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua
variabel independen yang akan dimasukkan kedalam model mempunyai
pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji Signifikan T

Dalam buku yang ditulisnya, Ghozali & Imam (2006) uji statistik t
digunakan guna menguji pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen. Adapun dua kriteria dalam pengambilan
keputusan apakah Ha didukung atau tidak didukung yakni nilai
signifikansi t < 0,05 dan tanda koefisien regresi yang sesuai dengan
perkiraan. Apabila Ha: (Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas keuangan). Ha> (sistem informasi berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas keuangan), Has (pengawasan keuangan
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan) didukung maka
koefisien regresi untuk masing-masing variabel harusnya menunjukkan

angka yang positif.
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3.5.4.4. Koefisien Determinasi (R2)

Nilai koefisien determinasi atau R square ini berguna untuk
memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang
diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel
Y. Jika koefisien Determinasi (R?) semakin besar (mendekati satu) maka
semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y dimana 0
< R? < 1. Sebaliknya, jika R? semakin kecil (mendekati nol) maka
pengaruh variabel bebas adalah kecil tetrhadap variabel gtetikat. Hal ini
mengartikan bahwa model yang digunakan tidak mampu menerangkan
secara penuh terhadap variabel bebas yang diteliti terhadap variabel

terikat.
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4.1.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden secara langsung.
Objek dari penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan yang bekerja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung. Objek
penelitian yang digunakan merupakan objek spesifik dari Dinas di Kabupaten
Temanggung karena yang memenuhi Kriteria untuk penelitian merupakan
bagian keuangan saja. Jumlah karyawan bagian keuangan pada suatu Dinas
berbeda dengan Dinas yang lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan setiap

dinas berbeda. Berikut merupakan rincian jumlah pegawai di setiap dinas :

Tabel 4.1 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Temanggung

Jumlah
No Satuan Kerja Perangkat Daerah
Karyawan
1 | Dinas Kesehatan 4
2 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 3
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, &

* UMKM ’
5 | Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil 3
6 | Dinas Komunikasi dan Informatika 3
7 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3
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8 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
’ Pintu i
10 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
" Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ’
12 | Dinas Sosial 3
13 | Dinas Perhubungan 3
14 | Dinas Tenaga Kerja 4
Jumlah 42

Peneliti mendatangi setiap Dinas satu per satu guna meminta izin untuk

melakukan penelitian dan menanyakan ada berapa jumlah karyawan pada

bagian keuangan di setiap dinas. Kuesioner diberikan secara langsung pada

setiap dinas dan menggunakan media cetak atau kertas. Sehingga kuesioner

yang dibagikan tepat sebanyak 42 kuesioner dan kembali sebanyak 42

kuesioner.

Jumlah sampel minimal yang harus peneliti peroleh yaitu

sebanyak 38 sampel. Hal ini didasari dengan menggunakan rumus slovin

yaitu sebagai berikut :

- 1+ Ne?

Dimana :

n = Jumlah Sampel Minimal

N = Populasi
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E = eror margin (5%)

Jadi untuk angka sebesar 38 didapatkan dari perhitungan berikut ini :

~ 42
T 1+ (42 x 0,059

n=238
Kuesioner yang disebarkan sebanyak 42 dalam kurun waktu 1 bulan lebih
12 hari yaitu mulai tanggal 21 Juni 2021 — 2 Agustus 2021. Hasil

pengumpulan data dari kuesioner yang disebar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan Jumlah Presentase
Kuesioner yang disebar 42 100
Kuesioner yang kembali 42 100

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

4.2. Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan yang
aktif bekerja di lingkungan SKPD Kabupaten Temanggung atau Dinas di
Kabupaten Temanggung dengan jumlah responden sebanyak 42 karyawan.
Sebanyak 42 kuesioner telah dibagikan kepada responden dan responden
sudah mengisi secara lengkap dan benar pada setiap pertanyaan sehingga

kuesioner dapat dianalisis lebih lanjut.
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Beberapa karakteristik responden yaitu jenis kelamin, umur atau
usia dan pendidikan terakhir agar karakteristik yang dimaksudkan menjadi
jelas, maka disajikan penjelasan terkait dengan karakteristik responden

sebagai berikut :

4.4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin
Responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasar jenis
kelamin antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui proporsi

secara jelas, dapat dilihat dalam tabel 4.2 :

Tabel 4.3 Presentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Frekuensi (Orang)

Presentase (%)

Laki-Laki 16 38,1
Perempuan 26 61,9
Jumlah 42 100

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa total responden sebanyak
42 orang dimana jumlah responden laki-laki berjumlah 16 orang dengan
presentase sebesar 38,1% sedangkan untuk responden perempuan
berjumlah 26 orang dengan presentase 61,9%. Dari uraian tersebut, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas respinden adalah perempuan.

4.4.2 Karakteristik Berdasarkan Umur
Dalam penelitian ini, data responden juga dikelompokkan
berdasarkan umur. Untuk mengetahui lebih jelas tentang proporsi umur,

maka dapat dilihat dalam tabel 4.3 sebagai berikut :
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Tabel 4.4 Presentase Umur

Umur Frekuensi (Orang) Presentase (%)
< 25 Tahun 1 2,4
26-35 Tahun 11 26,2
36-55 Tahun 24 57,1
> 55 Tahun 6 14,3
Total 42 100

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Dari data karakteristik responden berdasarkan kategori umur pada
tabel 4.3, dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah
responden yang termasuk dalam kategori pada umur 36-55 tahun yaitu
mencapai angka sebesar 24 orang atau 57,1%, sedangkan presentase
terendah yaitu responden dengan kategori umur kurang dari 25 tahun yaitu
hanya sebanyak 1 orang atau 2,4%. Maka dari uraian diatas, maka dapat

dilihat bahwa sebagian besar responden adalah pada umur 36-55 tahun.

4.4.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Dalam penelitian ini, adapun kategori pendidikan terakhir. Untuk
mengetahui bagaimana latar belakang pendidikan dari responden, maka

dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Presentase Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

Frekuensi (Orang)

Presentase (%)

SMA

7

16,7

D3

3

7,1
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4.3.

S1 31 73,8
S2 1 2,4
Total 42 100

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.4, maka dapat dilihat bahwa total responden

yang memiliki jumlah terbanyak adalah dari lulusan S1 atau sarjana strata

1 sebanyak 31 orang dengan presentase 73,8%. Sedangkan responden

yang memiliki jumlah paling sedikit adalah dari S2 atau sarjana strata 2

sebanyak 1 orang dengan presentase 2,4%

Statistik Deskriptif

Penggunaan analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan

bagaimana keadaaan variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini

menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan juga

standar deviasi untuk menggambarkan deskripsi statistik setaip variabelnya.

Statistik ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 20. Penjelasan hasil statsitik

deskriptif pada setiap variabel penelitian akan tergambar pada tabel berikut

ini:

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Std.

N Min Max | Mean
Dev
Penganggaran Berbasis Kinerja | 42 3 4 3,55 | 1,376
Pemanfaatan Sistem Informasi 42 3 4 3,52 | 1,270
Pengawasan Keuangan 42 3 4 3,38 | 1,153
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Akuntabilitas Keuangan
42 3 4 3,43 | 1,330
Daerah

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert
dengan rentang 1-4. Penulis menggunakan tiga kelas interval dengan rincian
1-2 kategori rendah, 2-3 kategori sedang, dan 3-4 kategori tinggi. Tabel 4.5
menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif variabel penelitian, hal ini
menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten
Temanggung memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 3,43 yang
dikategorikan sebagai kelas tinggi. . Untuk skala likert 1 ini berarti responden
menyatakan jawaban tidak setuju, dan skala 4 berarti responden menyatakan
jawaban sangat setuju. Maka nilai 3,45 merupakan nilai tinggi yang termasuk
dalam variabel penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi,
dan pengawasan keuangan dengan nilai 3,55; 3,52; 3,38. Maka dari itu angka

ini masuk kedalam kategori tinggi dalam nilai interval yang telah ditentukan.

4.4.  Uji Instrumen
4.5.1 Uji Validitas

Pengujian Validitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu kuesioner
dari masing-masing variabel tersebut valid atau tidak. Uji validitas yang sudah
dilakukan dalam penelitian kali ini akan ditampilkan pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 4.7 Uji Validitas

Variabel Iltem | R Statistik Nilai Sig. Keterangan
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X1.1 0,663 0,000 Valid
Penganggaran X1.2 0,759 0,000 Valid
Berbasis Kinerja | Xi1.3 0,765 0,000 Valid
(X1) X1.4 0,747 0,000 Valid
X1.5 0,661 0,000 Valid
Xo.1 0,657 0,000 Valid
Pemanfaatan X2.2 0,796 0,000 Valid
Sistem Informasi | X2.3 0,825 0,000 Valid
(X2) Xo.4 0,739 0,000 Valid
X2.5 0,756 0,000 Valid
Xs.1 0,744 0,000 Valid
Pengawasan X3.2 0,762 0,000 Valid
Keuangan (X3) X3.3 0,88 0,000 Valid
X3.4 0,55 0,000 Valid
Y1l 0,899 0,000 Valid
Akuntabilitas
Y2 0,833 0,000 Valid
Keuangan Daerah
Y3 0,815 0,000 Valid
(Y)
Y4 0,411 0,000 Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Dengan melihat tabel 4.6 diatas, maka dapat diketahui berapa besarnya
nilai signifikansi dari setiap pertanyaan yang dituliskan dalam kuesioner pada
setiap variabel. Berdasarkan hasil perhitungan untuk uji validitas, setiap

pertanyaan memiliki nilai signifikansi sempurna yaitu 0,000 yang berartti nilai
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signifikansi tersebut kurang dari nilai alpha yaitu 0,05 atau 5%. Sehingga
didapatkan kesimpulan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan, dapat

digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsisten atau tidaknya
kuesioner penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel yang
satu dengan yang lain dalam arti lain pengujian ini digunakan untuk
mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan ke seluruh responden memenuhi
syarat yang reliabel. Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s
alpha lebih besar dari 0,6 atau 60%. Tabel berikut merupakan penyajian hasil

dari uji reliabilitas :

Cronbach's
Varibel Keterangan
Alpha
Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (X1) 0,759 Reliabel
Pemanfaatan Sistem Informasi (X>) 0,798 Reliabel
Pengawasan Keuangan (X3) 0,721 Reliabel
Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y) 0,732 Reliabel

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 seluruh variabel yang diujikan dalam penelitian ini

reliabel karena nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 atau 60%. Sehingga
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didapatkan kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan pada tiap-tiap variabel dapat

digunakan untuk instrumen penelitian selanjutnya.

4.5.  Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji seluruh variabel baik dependen

maupun independen memiliki distribusi yang normal atau tidak normal.

Penelitian kali ini menggunakan nilai probbility > 0,05 dan pengujiannya

menggunakan metode Kolmogorof Smirnov. Tabel berikut merupakan hasil

dari uji normalitas :

Tabel 4.9 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Unstandardized Residual
N 42
Normal Parameters a,b Mean 0,0000000
Std. Deviation 1,25220558
Absolute 0,099
Most Extreme Differences | Positive 0,099
negative -0,091
Kolmogorov-Smirnov 0,644
Asym. Sig. (2-tailed) 0,801

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021
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Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, terlihat pada tabel
4.8 yang telah disajikan hasilnya, maka dapat dilihat bahwa nilai
signifikansi berada pada angka sebesar 0,801. Hal ini memiliki arti bahwa
model regresi pada penelitian kali ini terdistribusi secara normal
dikarenakan nilai dari signifikansi melebihi dari nilai 0,05. Sehingga didapat
kesimpulan bahwa model regresi ini layak untuk digunakan pada analisis

selanjutnya.

4.5.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedatisitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam
model regresi terdapat perbedaan antara varain dari residu satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika ditemukan perbedaan maka hal
itu mengindikasikan bahwa adanya gejala heterokedastisitas. Untuk
mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan uji Glesjer dengan
membandingkan nilai probabilitas signifikansinya dengan alpha sebesar
0,05 atau 5%. Tabel berikut merupakan hasil dari pengolahan uji

heterokedastisitas :

Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas

Variabel t Sig. Keterangan
(Constant) 1,367 | 0,180
Penganggaran Berbasis Kinerja (X1) 0,975 | 0,336 | Tidak Heterokedastisitas
Pemanfaatan Sistem Informasi (X>) 0,791 | 0,434 | Tidak Heterokedastisitas
Pengawasan Keuangan (X3) 1,356 | 0,183 | Tidak Heterokedastisitas

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021
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Berdasarkan uji heterokedastisitas yang telah dilakukan dan
didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel 4.9, nilai dari probabilitas
signifikansi pada tiap variabel independen menunjukkan angk=a sebesar
0,336 untuk variabel X1, 0,434 untuk Xz, dan angka 0,183 untuk Xs. Seluruh
angka yang tertera pada probabilitas signifikansi menunjukkan angka lebih
besar dari nilai alpha yaitu 0,05. Maka didapatkan kesimpulan bahwa dalam
data yang diuji ini tidak terjadi heterokedastisitas sehingga penelitian ini

layak untuk menlanjutkan analisis selanjutnya.

4.5.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau variabel
independen. Cara menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dengan
menggunakan VIF atau Variance Inflation Factor dan nilai toleransi atau
tollerance. Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi antara masing-
masing variabel independen sehingga nilai VIF haruslah < 10 dan nilai
probabilitas signifikansinya harus >0,05. Tabel berikut merupakan hasil dari

uji multikolinearitas :

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas

Collinearity
Statistics
Variabel Keterangan
Tolera
VIF
nce
(Constant)
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Penganggaran Berbasis Tidak Terjadi
0,882 | 1,133

Kinerja (X1) Multikolinearitas

Pemanfaatan Sistem Tidak Terjadi
0,869 | 1,150

Informasi(X>) Multikolinearitas

Pengawasan Keuangan Tidak Terjadi
0,972 | 1,028

(X3) Multikolinearitas

a.Dependent Variable : y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan dan terdapat
hasil yang tertera pada tabel 4.10, nolai tolerance untuk setiap variabel telah
menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,1 yakni untuk masing-masing
variabel adalah 0,882; 0,869; 0,972. Sedangkan untuk nilai VIF dalam
masing-masing variabel menunjukkan angka kurang dari 10. Nilai VIF
untuk variabel implementasi penganggaran berbasis kinerja atau X yaitu
1,133, untuk variabel pemanfaatan sistem informasi atau X» yaitu 1,150, dan
untuk variabel pengawasan keuangan atau Xs yaitu 1,028. Maka dari itu,
dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan model regresi dalam penelitian
ini tidak ditemukan masalah multikolinearitas yang berarti bahwa tidak ada
korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Oleh karena itu
layak untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance lebih dari 0,1 dan

nilai VIF berada dibawah angka 10.
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4.6.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan unruk mengetahui bagaimana keeratan
hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai dari R?
terletak diantara 0 sampai dengan 1 (0 < R? < 1). Nilai dari koefisien
determinasi nantinya akan menunjukkan pengaruh variabel independen atau
variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Berikut

merupakan tabel hasil pengolahan data untuk koefisien determinasi :

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi

Model Summary®

R Adjusted R Std. Error of The
Model R Square Square Estimate
10,810% 0,657 0,630 0,482

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable; y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.11, maka nilai Adjusted R
Square adalah sebesar 0,630. Angka ini menunjukkan bahwa Implementasi
Penganggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Sistem Informasi, dan
Pengawasan Keuangan mampu menjelaskan Akuntabilitas Keuangan Daerah

sebesar 63% setelah disesuaikan dengan sampel dan variabel independen.
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4.7.  Uji Hipotesis

4.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Model ini dugunakan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel

independen terhadap satu variabel dependen. Tabel berikut merupakan hasil

dari pengolahan uji regresi linear berganda :

Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Prediksi B t Sig. Keterangan
(Constant) -1,395 | -0,590 | 0,559
Penganggaran
Berbasis Kinerja Positif | 0,343 | 4,799 | 0,000 | Hj didukung
(X1)

Pemanfaatan
Sistem Informasi Positif | 0,392 | 4,359 | 0,000 | H2didukung
(X2)
Pengawasan

Positif | 0,213 | 2,629 | 0,012 | Hsdidukung
Keuangan (X3)

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil dari model regresi linear berganda

adalah :

Y =-1,395 + 0,343X1 + 0,392X: + 0,213 X3
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472 UjiF

Uji F merupakan bentuk pengujian guna mengetahui apakah model regresi
yang ada ini signifikan atau non signifikan. Uji ini juga digunakan untuk
mengetahui apakah variabel bebas atau independen sama-sama memiliki

pengaruh terhadap variabel terikat atau dependen. Berikut merupakan tabel

hasil uji F :
Tabel 4.14 Uji F
ANOVA?
Sum of Mean

Model Squares df Square F Sig.
1 Regression 18.759 3 6.253 3.554 .023P

Residual 66.860 38 1.759

Total 85.619 41

a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji yang didapatkan pada tabel 4.13, maka nilai uji F
sebesar 3,554 dan untuk p-value sebesar 0,023. Dapat dilihat bahwa nilai
probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dari itu hipotesis diterima dan lolos
dalam uji kelayakan model. Model regresi ini layak untuk dijadikan dasar
analisis. Hal ini berarti variabel penganggaran berbasis kinerja (Xi),
pemanfaatans sistem informasi (X2), pengawasan keuangan (X3) memiliki

pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah ().
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473 UjiT

Uji t digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari
masing-masing variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel
dependen atau variabel terikat. Ha akan didukung apabila nilai signifikansi
< 0,05. Untuk megetahui bagaimana pengaruhnya adalah dengan melihat
nilai t, pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh positif atau negatif.
Apabila koefisien t memberikan hasil positif maka akan terdapat pengaruh
yang positif, begitupula sebaliknya jika koefisien t memberikan nilai
negatif, maka ada pengaruh negatif variabel independen terhadap
variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.12 maka dapat dijelaskan sebagai

berikut ini :

4.7.2.1  Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil dari pengujian untuk hipotesis pertama yaitu H; yang
menyatakan jika implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah didukung. Hal ini
mengartikan bahwa semakin tinggi implementasi penganggaran berbasis
kinerja yang dilakukan maka akuntabilitas keuangan daerah akan semakin
tinggi. Hal tersebut diindikasikan oleh koefisien implementasi
penganggaran berbasis kinerja sebesar 4,799 dan nilai signifikansi t
sebesar 0,000. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahpudin et
al., (2018) dan Selviani, (2020) yang memiliki kesimpulan bahwa
implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas keuangan daerah.
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Anggaran berbasis kinerja ini merupakan pendekatan dalam
penyusunan anggaran yang dasarnya adalah kinerja yang ingin dicapai.
Ketika suatu daerah merencanakan penganggaran dengan sebaik-baiknya
dan berorientasi pada kinerja yang telah direncanakan, maka hal ini bisa
jadi menjadi pendorong bagi akuntabilitas keuangan dari suatu daerah.
Penganggaran berbasis kinerja ini juga membantu pemerintah daerah

untuk mengalokasikan dimana dana tersebut seharusnya diletakkan.

4.7.2.2  Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Hasil pengujian untuk hipotesis kedua atau H2 ini menyatakan
bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas keuangan daerah adalah didukung. Hal ini berarti bahwa jika
pemanfaatan sistem informasi semakin meningkat, maka kemungkinan
akuntabilitas keuangan pada suatu daerah juga akan meningkat. Hal ini
ditunjukkan dari koefisien pemanfaatan sistem informasi sebesar 4,359
dan nilai dari signifikansi t sebesar 0,000. Hasil dari penelitian ini juga
sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mahayuni et al
(2017) dan juga Pujiswara et al. (2014) yang mneyatakan bahwa
pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
keuangan daerah.

Sistem informasi sangatlah berguna untuk menyediakan informasi
yang sedemikian rupa agar informasi tersebut berguna bagi penerimanya.
Pada zaman sekarang ini sistem informasi merupakan hal pokok dalam

kehidupan karena dapat mempermudah pelaksanaan sesuatu. Pada sistem
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pemerintahan, sistem informasi ini sangat membantu guna kelangsungan
pemerintahan yang praktis dan efisien. Dengan hal ini, maka sistem
informasi dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan akntabilitas

pemerintah suatu daerah.

4.7.2.3  Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas
Keuangan Daerah
Hasil pengujian hipotesis dari variabel ketiga atau Hs yang
menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas keuangan daerah didukung. Hal ini mengartikan
bahwa semakin tinggi penganggaran berbasis kinerja maka kemungkinan
akunabilitas keuangan dari daerah setempat akan meningkat juga. Hal ini
ditunjukkan dengan koefisien penganggaran berbasis kinerja sebesar 2,629
dan nilai signifikansi t sebesar 0,012. Hasil penelitian ini juga didukung
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahayuni et al (2017) yang
menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan daerah.
Pengawasan keuangan merupakan upaya untuk menetapkan standar
dan untuk menetapkan apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan atau
tidak. Pengawasan keuangan keterlibatannya sangat berpengaruh pada
akuntabilitas keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan keuangan,
maka seluruh entitas pemerintah daerah akan sukar dan enggan untuk
melakukan kecurangan karena nantinya akan diketahui oleh pihak
pengawas. Jika pengawasan yang dilakukan semakin baik dan tinggi,

maka akuntabilitas entitas di suatu daerah akan meningkat juga.

53



\WNDONESIA

)

SVLISHIAINN

54



BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
5.1.Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya
pengaruh implementasi penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan
sistem informasi, serta pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas
keuangan daerah. berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis diatas, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
keuangan daerah khususnya pada SKPD di Kabupaten Teamanggung. Hal
ini mengartikan bahwa semakin tinggi atau semakin bagus penganggaran
berbasis kinerja maka akuntabilitas keuangan daerah juga akan semakin
bagus.

2. Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
keuangan daerah khususnya pada SKPD di Kabupaten Temanggung. Hal
ini berarti bahwa semakin baik dan tinggi dari pemanfaatan sistem
informasi yang ada, maka akan semakin meningkat dan baik pula
akuntabilitas keuangan di daerah khususnya di Kabupaten Temanggung.

3. Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa jika pengawasan keuangan
semakin tinggi dan bagus, maka akuntabilitas keuangan daerah khususnya

di SKPD Kabupaten Temanggung juga akan semakin bagus.
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5.2.Implikasi
Berdasarkan pada hasil penelitian ini, adapun beberapa hal yang

dipertimbangkan bagi pihak terkait, diantaranya adalah :

1. Bagian Keuangan SKPD
Bagi pihak dari bagian keuangan SKPD, penelitian ini mampu dijadikan
pertimbangan dalam pencapaian akuntabilitas keuangan daerah, Selain itu,
penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui bagaimana untuk
meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

2. Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk
melakukan penelitian pada bidang yang sejalan khususnya pada pengaruh
implementas penganggaran berbasis  kinerja, pemanfaatan sistem
informasi, serta penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas

laporan keuangan daerah.

5.3.Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang
dilakukan oleh peneliti, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran
yang dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, diantaranya ialah :
1. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu ruang lingkung penelitian hanya pada
SKPD di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, disarankan untuk
penelitian selanjutnya menambahkan objek penelitian maupun responden

penelitian.
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2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel penganggaran berbasis kinerja,
pemanfaatan sistem informasi, dan penganggaranberbasis kinerja dengan
koefisien determinasi sebesar 0,630, hal ini berati bahwa variabel X1 yaitu
penganggaran berbasis kinerja, X> yaitu pemanfaatan sistem informasi,
dan X3 penganggaran berbasis kinerja mampu menjelaskan akuntabilitas
keuangan sebesar 63%, dan sisanya sebesar 38% dipengaruhi oleh variabel
lain diluar penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya
disarankan untuk dapat menambahkan variabel lain selain tiga variabel
diatas yang sudah digunakan. Adapun beberapa variabel yang dapat
ditambahkan contohnya adalah aksesibilitas laporan keuangan, sistem

akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern.
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LAMPIRAN
Lampiran 1

LEMBAR KUESIONER
Para Responden yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas

kesediaan anda mengisi Kuesioner ini.

Adapun saya sampaikan bahwa Kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Arsyta Mawitriyani

NIM : 17312376

Jurusan/Fakultas : S1 Akuntansi/Bisnis dan Ekonomika
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk
keperluan tugas akhir/skripsi yang berjudul “PENGARUH IMPLEMENTASI
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI SERTA PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada SKPD
Kabupaten Temanggung)”.

Dalam penyusunan skripsi ini besar harapan saya kepada Bapak/lbu untuk
berkenan meluangkan waktu sejenak untuk mengisi Kuesioner yang dilampirkan
Bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu sangatlah berarti demi terlengkapinya
penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu
kerja Bapak/Ibu.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai benar/salah dan
tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu ditempat anda bekerja.
Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebarluaskan,
karena hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan
hadirnnya Kuesioner ini. Atas ketersediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima
kasih.
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Hormat Saya

Arsyta Mawitriyani

(7))
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KUESIONER PENELITIAN
BAGIAN |
IDENTITAS RESPONDEN

PETUNJUK PENGISIAN : Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi
tanda ceklis (\) pada pilihan jawaban yang telah
disediakan. Diharapkan pertanyaan dijawab dengan
sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya dipergunakan
untuk kepentingan penelitian semata.

KETERANGAN : SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

1. Nama Lengkap
(Boleh inisial)
2. Jenis Kelamin - Laki-laki
- Perempuan
3. Umur - <25 Tahun
- 26-35 Tahun
- 36-55 Tahun
- >55Tahun
4. Pendidikan Terakhir - SMA
- D3
- S1
- S2
- S3
5. SKPD
6. Lama Bekerja
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No

Pertanyaan

Penilaian

SS

S

TS

STS

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah daerah) menjabarkan mengenai
visi, misi, dan program kepala organisasi yang
ingin dicapai.

Dalam persiapan anggaran SKPD, penganggaran
mengacu pada hasil evaluasi peningkatan kinerja
anggaran periode sebelumnya.

Dalam  penyusunan RKA-SKPD, rencana
pengeluaran telah dihubungkan dengan hasil yang

akan dicapai.

Sebelum melakukan  taksiran  anggaran
pengeluaran, SKPD  melakukan  taksiran
penerimaan  berdasarkan  kinerja  anggara

sebelumnya.

Dalam persiapan anggaran SKPD. Penganggaran
didasarkan pada daya dukung pembiayaan oleh
pemerintah pusat dalam mencapai kinerja yang

diharapkan.

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI

Komputer yang dipakai untuk penginputan data

telah memadai.

Sub bagian akuntansi memiliki software yang

akan memudahkan pekerjaan.

Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat

mempercepat pekerjaan saya.

Teknologi informasi, teknologi internet dapat

meningkatkan keakuratan data yang diolah.

10.

Pemanfaatan teknologi mempermudah dalam
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menyebar informasi terkait Laporan Keuangan,
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dll dalam

website resmi.

PENGAWASAN KEUANGAN

11.

Anggota dewan terlibat dalam memberikan
masukan saat penyusunan arah dan kebijakan
umum APBD.

12.

Bagi saya, aspirasi masyarakat menjadi dasar
dalam Menyusun APBD.

13.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,
anggota dewan berperan aktif mengawasi setiap

kebijakan pemerintah daerah.

14.

Pengawasan keuangan dilakukan secara internal

dan eksternal.

AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

15.

Pegawai melaksanakan kegiatan dengan taat

sesuai peraturan.

16.

Penggunaan dana anggaran didasarkan atas

hukum dan peraturan yang berlaku.

17.

Pimpinan dan pegawai
mempertanggungjawabkan  hasil dari  suatu

program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan.

18.

Kepentingan publik dan golongan menjadi
perhatian dan pertimbangan utama dalam

pengelolaan keuangan.
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Lampiran 1l

Tabulasi Data

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (X1)

3,4

2,8
3,6

3,6

3,2

3,2
3,4
3,4

3,2

3,6
3,2

3,4

3,2

3,8

3,8
3,4

3,6

3,4
3,6
3,4

X1.5

X1.4

X1.3

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja
X1.2

X1.1

No

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35
36
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3,4

3,2

37

38
39
40

41

42
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Pemanfaatan Slstem Informasi (X>)

3,2

3,4
3,8
3,2

3,6
3,4

3,8

3,6

3,2

3,6

3,4

3,4

3,4
3,4
3,8
3,8
2,8

3,8

X2.5

X2.4

X2.3

Pemanfaatan Sistem Informasi

X2.2

X2.1

No

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35

36

37

38
39
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40 3 3 3 3 2,8
41 3 3 3 3 3
42 3 3 3 3 2,8
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Pengawasan Keuangan (X3)

3,75

2,75

3,25
3,75

3,25

3,5
2,75
2,25

3,5

3,25
3,25

3,5

3,25

3,5
3,25
2,25

3,75

3,75

3,5

3,25

X3.4

X3.3

Pengawasan Keuangan

X3.2

X3.1

No

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28

29
30
31

32

33
34

35

36

37

38
39
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40 3 3 3
41 3 3 3
42 3 3 3

70



Akuntabilitas Keuangan Daerah (YY)

3,25

3,25
3,75
3,75

3,5
3,5
3,75
3,5

3,5
3,75

3,75

3,75
3,25

3,75
3,75

3,25

3,75

Y4

Y3

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Y2

Y1

No

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35

36

37

38
39
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40 3 3 3 3
41 3 3 3 3
42 3 3 3 3,25
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Lampiran 111

Tabel 1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan Jumlah Presentase
Kuesioner yang disebar 42 100
Kuesioner yang kembali 42 100
Kuesioner yang tidak kembali 0 0
Kuesioner yang tidak layak 0 0

Tabel 2
Presentase Jenis Kelamin
Jenis_kelamin
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
laki-laki 16 38.1 38.1 38.1
Valid  perempuan 26 61.9 61.9 100.0

Total 42 100.0 100.0

73



Tabel 3

Presentase Umur

Umur
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
<25 1 24 24 24
26-35 11 26.2 26.2 28.6
Valid 36-55 24 57.1 57.1 85.7
>55 6 14.3 14.3 100.0
Total 42 100.0 100.0
Tabel 4
Presentase Pendidikan Terakhir
Pendidikan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
SMA 7 16.7 16.7 16.7
D3 3 7.1 7.1 23.8
Valid S1 31 73.8 73.8 97.6
S2 1 24 24 100.0
Total 42 100.0 100.0




Tabel 5

Statistik Deskriptif VVariabel Penelitian

Descriptive Statistics

N Range Minimum  Maximum Mean Std. Deviation =~ Variance
Statistic ~ Statistic Statistic Statistic Statistic ~ Std. Error Statistic Statistic
x1 42 5 15 20 17.76 212 1.376 1.893
X2 42 4 16 20 17.60 .196 1.270 1.613
x3 42 4 12 16 13.52 178 1.153 1.329
y 42 4 12 16 13.71 .205 1.330 1.770
Valid N 42

(listwise)
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Tabel 6

Uji Validitas

Correlations

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

Penganggaran
Berbasis
Kinerja

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

N

,663™

,000
42

,759™

,000
42

,765™

,000
42

747

,000
42

,661™

,000
42

42

Correlations

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

Pemanfaatan
Sistem
Informasi

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)

N

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)

N

657"

,000
42

,796™

,000
42

,825™

,000
42

,739™

,000
42

, 756"

,000
42

42

**_Correlation is significant at the 0.01 level

**_Correlation is significant at the
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(2-tailed).

Correlations

Kompetensi
Akutansi
X3.1 Pearson
Correlation
744™
Sig. (2tailed)
,000
N 42
X3.2 Pearson
Correlation
,762™
Sig. (2tailed)
,000
N 42
X3.3 Pearson
Correlation 7
,880
Sig. (2tailed)
,000
N 42
X3.4 Pearson
Correlation
,550™
Sig. (2tailed)
,000
N 42
Pengawasan Pearson
Keuangan Correlation
1
Sig. (2tailed)
N
42

*. Correlation is significant at the 0.05 level

(2-tailed).

**_ Correlation is significant at the 0.01

level (2-tailed).

0.01 level (2-tailed).
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Correlations

Kompetensi
Akutansi
Y1 Pearson
Correlation
,899™
Sig. (2tailed)
,000
N 42
Y2 Pearson
Correlation
,833"
Sig. (2tailed)
,000
N 42
Y3 Pearson
Correlation 4
,815
Sig. (2tailed)
,000
N 42
Y4 Pearson
Correlation
4117
Sig. (2tailed)
,000
N 42
Akuntabilitas Pearson
Keuangan Correlation
Daerah 1
Sig. (2tailed)
N
42

*. Correlation is significant at the 0.05 level

(2-tailed).

**_ Correlation is significant at the 0.01

level (2-tailed).
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Tabel 7

Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 42 100.0
Excluded?® 0 .0
Total 42 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.759

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

721

4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.798

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

732

4
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Tabel 8

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 42
Normal Parameters®? Mean 087
Std. Deviation 1.25220558
Absolute .099
Most Extreme Differences Positive .099
Negative -.091
Kolmogorov-Smirnov Z .644
Asymp. Sig. (2-tailed) .801
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Tabel 9
Uji Heterokedastisitas
Coefficients?
Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
1 (Constant) 5.395 3.947 1.367 .180
x1 145 .149 150 975 .336
X2 133 .168 127 791 434
x3 252 .186 218 1.356 .183

a. Dependent Variable:
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Tabel 10

Uji Multikolinearitas

Coefficients®

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) -1.253 2.124 -.590 .559
x2 .343 071 486 4.799 .000 .882  1.133
X3 .392 .090 444 4359 .000 869  1.150
x1 213 .081 .253 2.629 .012 .972 1.028

a. Dependent Variable: y

Tabel 11

Koefisien Determinasi

Model Summary
Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 .8102 .657 .630 492

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2
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Tabel 12

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients?

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -1.253 2.124 -.590 .559
x1 .213 .081 .253 2.629 .012
X2 .343 .071 486 4.799 .000
X3 .392 .090 444 4.359 .000
a. Dependent Variable: y
Tabel 13
Uji F
ANOVA?
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 18.759 3 6.253 3.554 .023b
Residual 66.860 38 1.759
Total 85.619 41

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2
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